LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 050/

/HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENYUSUN RENSTRA KECAMATAN UJUNGPANGKAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENSTRA UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2025

JABATAN

NO. JABATAN POKOK
DALAM TIM

1. | Ketua Tim Camat Ujungpangkah

2. | Sekretaris Sekretaris Kecamatan Ujungpangkah

3. | Kelompok Kerja I Kasi Pemerintahan Kecamatan
Bidang Pemerintahan Ujungpangkah

4. | Kelompok Kerja II Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Bidang Ketentraman dan Umum Kecamatan Ujungpangkah
Ketertiban Umum

5. | Kelompok Kerja III Kasi Ekonomi Kecamatan
Bidang Ekonomi Ujungpangkah

6. | Kelompok Kerja IV Kasi Pembangunan Kecamatan
Bidang Pembangunan Ujungpangkah

7. | Kelompok Kerja V Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
Bidang Kesejahteraan Rakyat Ujungpangkah

8. | Kelompok Kerja VI 1) Kasubbag Keuangan, Program dan

Perumusan Rencana Kerja Lintas
Sektoral

pelaporanKecamatan
Ujungpangkah

2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Ujungpangkah
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e. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan
Renstra KECAMATAN UJUNGPANGKAH Kabupaten
Gresik dalam rangka Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2025;

f. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaannya

kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

o

NIP.196901161988091001



Menetapkan

KESATU

KEDUA

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor ......

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Gresik;

42. Peraturan Bupati Gresik Nomor.....Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Renstra KECAMATAN
UJUNGPANGKAH Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

. Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU untuk :

a.

Mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim
Penyusun Renstra;

Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan
Renstra;

Mempersiapkan data dan informasi perencanaan
pembangunan berdasarkan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral
lainnya;

Melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan,
rancangan akhir, dan penetapan Renstra KECAMATAN
UJUNGPANGKAH Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025;



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentangtentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah
Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotism (Lembaran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan
lembaran Negara Reublik Indonesia No. 4438);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);



Menimbang :

a.

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 050/ JHK/437.12/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
GRESIK TAHUN 2021-2025

BUPATI GRESIK,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka persiapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat
Daerah;
bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah
menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 yang
diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021-2025;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim
Pf;nyusun Renstra KECAMATAN UJUNGPANGKAH
Kabupaten Gresik Tahun 202 1-2025;



